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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian 
Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), 
Perpres 42 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 74), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), 
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kepada kementerian 
negara/lembaga dapat diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi. Pemberian Penghargaan 
dan/atau pengenaan Sanksi didasarkan pada hasil penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga dan mempertimbangkan hasil penilaian atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan 
Berusaha. Penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan 
memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas 
pengelolaan anggaran merupakan nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang 
meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks. Hasil penilaian dikategorikan 
menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Hasil penilaian atas Kinerja Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga dilakukan pemeringkatan berdasarkan masingmasing kategori 
besaran pagu anggaran kementerian negara/lembaga. Dalam hal hasil penilaian Kinerja Percepatan 
Pelaksanaan Berusaha belum tersedia pada tahun berkenaan, pemberian Penghargaan dan/atau 
pengenaan Sanksi tidak mempertimbangkan hasil penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan 
Berusaha kementerian negara/lembaga yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. 
Pemberian Penghargaan kepada kementerian negara/lembaga dapat berupa piagam/tropi 
penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan/atau insentif. Pengenaan Sanksi kepada 
kementerian negara/lembaga dapat berupa teguran tertulis, publikasi pada media massa nasional, 
dan/atau disinsentif. Pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka pemberian Penghargaan kepada 
kementerian negara/lembaga berupa insentif dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran 
anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) 
ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2021 dan diundangkan pada tanggal 19 
Januari 2021. 

  - Lampiran: - . 

    

 


